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Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sebagai lembaga baru dalam kehidupan
ketatanegaraan |ndonesia merupakan fenomena menarik. Secarateoretis, kehadiran kamar kedua dalam
parlemen dimaksudkan untuk mewakili ruang (daerah) dan memberikan pendapat kedua dalam pembuatan
undang-undang atau melakukan checks and balances kepada kamar pertama. Fungsi dan wewenang DPD
yang ditetapkan dalam UUD 1945 adalah fungsi legisasi, fungs pertimbangan dan fungsi pengawasan yang
sangat terbatas, dan bahkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
DPD dan DPRD semakin dibatasi lagi dengan keterlibatan DPD dalam pembahasan hanya pada tahap
pembicaraan tingkat 1.

<br><br>

Sehubungan dengan itu, menarik untuk dikaji pembentukan DPD, bagaimana bikameralisme di negara-
negaralain, bagaimana kamar kedua melaksanakan checks and balances kepada kamar pertama atau upper
house dan bagaimana implementasinya dalam penyel enggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia.
Karenaitu, tesis ini mencoba membahas bentuk bikameralisme di Indonesia dan bagaimana DPD
melaksanakan checks and balances kepada DPR. Penelitian dilakukan dengan tipe kualitatif deskriptif
sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi kehadiran DPD yang dilakukan secaraintensif, mendalam, terinci
dan komprehensif. Pengumpulan data diiakukan dengan pengamatan langsung, studi pustaka, wawancara
mendalam dengan pakar terkait, serta anggota DPD dan DPR.

<br><br>

Berdasarkan teori bikameralisme yang dikembangkan oleh Sartori, Lijphart, Ellis dan C.F. Strong serta
melakukan perbandingan dengan bikameralisme di beberapa negara, bikameralisme di Indonesia termasuk
dalam kategori yang berbeda atau bikameralisme yang lain dari yang lain. Meskipun dengan kewenangan
yang sangat terbatas, DPD - yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dalam, pemilihan umum legidlatif
- masih dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dalam kerangka checks and balances terhadap DPR melalui
pengusulan RUU di bidang tertentu, pengawasan atas pel aksanaan undang-undang tertentu dan fungsi
pertimbangan dalam APBN .


https://lib.ui.ac.id/detail?id=106425&lokasi=lokal

